SALINAN
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PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2020
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KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021

Menimbang:

Mengingat:

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi
makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, maka
perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati
Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021;

bahwa berdasarkan Pasal 335 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516 );

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

-3 -

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengan Daerah dan
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2018 tentang Revieu Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemrintahan
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 496);

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan
Corana Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah Menteri Dalam Negeri;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor
119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177 /KMK
07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka
Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Serta
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional (Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu
177);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasififikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
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30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021(Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 14);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 34)
diubah sebagai berikut:

1.

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) RKPD Tahun 2021 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan
menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan untuk
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penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Perubahan Tahun 2021.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal S5A sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal SA
Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV  PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

ACHMAD FIKRY
Diundangkan di Kandangan

pada tanggal 27 Juli 2021 Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 24



